
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.839, 2020 KEMENKEU. Pajak Penghasilan. Penanaman 

Modal. Bidang Usaha Tertentu. Daerah Tertentu. 

Fasilitas. Perubahan. 

 

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 96/PMK.010/2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 

11/PMK.010/2020 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH 

NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK 

PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU  

DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa peningkatan penanaman modal langsung menjadi 

salah satu faktor penting dalam mendorong 

pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional 

melalui percepatan dan pemerataan pembangunan di 

bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah 

tertentu; 

  b.  bahwa untuk mendorong kemudahan berusaha guna 

peningkatan penanaman modal pada bidang-bidang 

usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu 

melalui penyederhanaan mekanisme pengajuan dan 

pemberian fasilitas Pajak Penghasilan, perlu melakukan 

penyesuaian terhadap mekanisme pengajuan dan 

pemberian fasilitas dimaksud; 

  c. bahwa mengingat beberapa ketentuan dalam Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang 
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pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 

2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk 

Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu 

dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sudah tidak sesuai 

lagi dengan penyederhanaan mekanisme pengajuan dan 

pemberian fasilitas tersebut, dan untuk melaksanakan 

ketentuan Pasal 3 ayat (5), Pasal 5 ayat (4), Pasal 6 ayat 

(3), dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 

Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk 

Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu 

dan/atau di Daerah-daerah Tertentu, perlu mengubah 

Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 

Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk 

Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu 

dan/atau di Daerah-daerah Tertentu; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas 

Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-

bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah 

Tertentu; 

 

Mengingat : 1.  Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang 

Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di 

Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-

daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2019 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6418); 

  4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 

  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan           

Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor  1745); 

  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 

Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk 

Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu 

dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 114); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 

11/PMK.010/2020 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN 

PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG FASILITAS 

PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI 

BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-

DAERAH TERTENTU. 

 

Pasal I 

 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak 

Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha 

Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Berita Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 114) diubah sebagai 

berikut: 

 

1.  Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 5 

Nilai aktiva tetap berwujud yang menjadi dasar 

penghitungan fasilitas pengurangan penghasilan neto 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a 

ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 

 

2.  Ketentuan ayat (6) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 6 

(1) Penentuan kesesuaian pemenuhan: 

a. Bidang-bidang Usaha Tertentu sesuai dengan 

Lampiran I atau Bidang-bidang Usaha Tertentu 

dan di Daerah-daerah Tertentu sesuai dengan 

Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 78 

Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan 

untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang 

Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah 

Tertentu; dan 

b. kriteria dan persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah 

Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak 

Penghasilan untuk Penanaman Modal di 

Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di 

Daerah-daerah Tertentu, 

dilakukan melalui sistem  OSS. 

(2) Dalam hal Penanaman Modal Wajib Pajak: 

a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud  

pada ayat (1), sistem OSS menyampaikan 

pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa 
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Penanaman Modal memenuhi ketentuan untuk 

memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan; atau 

b. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Penanaman Modal 

Wajib Pajak tidak memperoleh fasilitas Pajak 

Penghasilan. 

(3) Wajib Pajak yang telah memperoleh pemberitahuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

dianggap telah mengajukan permohonan fasilitas 

Pajak Penghasilan apabila telah menyampaikan 

persyaratan kelengkapan berupa: 

a. salinan digital surat keterangan fiskal para 

pemegang saham; dan 

b. salinan digital rincian aktiva tetap dalam 

rencana nilai Penanaman Modal, 

secara daring melalui sistem OSS. 

(4) Pengajuan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus 

dilakukan sebelum Saat Mulai Berproduksi 

Komersial. 

(5) Permohonan fasilitas Pajak Penghasilan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan:  

a. bersamaan dengan pendaftaran untuk 

mendapatkan nomor induk berusaha bagi Wajib 

Pajak baru; atau 

b. paling lambat 1 (satu) tahun setelah penerbitan 

izin usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS 

untuk Penanaman Modal dan/atau perluasan. 

(6) Permohonan  fasilitas  Pajak  Penghasilan 

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  yang  telah  

diterima secara  lengkap, disampaikan  oleh  sistem  

OSS  kepada  Menteri Keuangan sebagai usulan 

pemberian fasilitas Pajak Penghasilan, dan sistem 

OSS mengirimkan pemberitahuan kepada Wajib 

Pajak bahwa permohonan fasilitas Pajak Penghasilan 

sedang dalam proses. 
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3.  Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut:  

 

Pasal 7 

(1) Dalam hal sistem OSS sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat (1) tidak tersedia, penentuan 

kesesuaian pemenuhan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat (1) dan pengajuan permohonan 

fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat (3) dapat dilakukan secara 

luring. 

(2) Pengajuan permohonan secara luring disampaikan 

kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Badan 

Koordinasi Penanaman Modal dengan memenuhi 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

ayat (4) dan ayat (5). 

(3) Pengajuan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan 

secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Badan 

Koordinasi Penanaman Modal. 

 

4.  Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 8 

(1) Keputusan atas pemberian fasilitas Pajak 

Penghasilan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.  

(2) Penetapan keputusan pemberian fasilitas Pajak 

Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan setelah mendapat usulan pemberian 

fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat (6) atau pengajuan permohonan 

fasilitas Pajak Penghasilan secara luring 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. 
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5. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, 

yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 8A 

(1) Pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh Kepala 

Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk dan atas 

nama Menteri Keuangan.  

(2) Keputusan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang 

dilaksanakan oleh Kepala Badan Koordinasi 

Penanaman Modal diterbitkan paling lama 5 (lima) 

hari kerja setelah usulan pemberian fasilitas Pajak 

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

ayat (6) atau pengajuan permohonan fasilitas Pajak 

Penghasilan secara luring sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 diterima secara lengkap dan benar.  

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

paling sedikit memuat rincian informasi Penanaman 

Modal yang memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan 

sebagai berikut: 

a. nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan alamat 

Wajib Pajak; 

b. rincian jenis fasilitas Pajak Penghasilan; 

c. nomor induk berusaha, izin prinsip, izin 

investasi, pendaftaran Penanaman Modal, atau 

izin usaha, dan lokasi usaha atau proyek yang 

diajukan fasilitas; 

d. saat mulai berlakunya fasilitas Pajak 

Penghasilan; 

e. kewajiban bagi Wajib Pajak yang memperoleh 

fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15; 

f. larangan bagi Wajib Pajak yang memperoleh 

fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16; dan 

www.peraturan.go.id



2020, No.839 
-8- 

g. bidang usaha, Klasifikasi Baku Lapangan 

Usaha Indonesia (KBLI), cakupan produk, dan 

nilai rencana Penanaman Modal. 

(4) Pelaksanaan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan 

oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan 

kepada Menteri Keuangan per triwulan. 

 

6. Ketentuan ayat (1), ayat (8), dan ayat (9) Pasal 10 diubah, 

sehingga berbunyi sebagai berikut:  

 

Pasal  10 

(1) Pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf 

a ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan 

lapangan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal 

Pajak. 

(2) Permohonan pemanfaatan fasilitas Pajak 

Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh Wajib Pajak secara daring melalui 

sistem OSS dengan menyampaikan persyaratan 

kelengkapan berupa: 

a.  realisasi aktiva tetap beserta gambar tata letak; 

b.  surat keterangan fiskal Wajib Pajak; dan 

c.  dokumen-dokumen yang berkaitan dengan: 

1. transaksi penjualan hasil produksi ke 

pasaran pertama kali antara lain berupa 

faktur pajak atau bukti tagihan; atau  

2. pertama kali hasil produksi digunakan 

sendiri untuk proses produksi lebih lanjut 

antara lain berupa laporan pemakaian 

sendiri.  

(3) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan setelah Direktur Jenderal Pajak 

menerima permohonan pemanfaatan fasilitas Pajak 

Penghasilan melalui sistem OSS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2). 
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(4) Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling 

lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak surat 

pemberitahuan pemeriksaan disampaikan kepada 

Wajib Pajak, wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib 

Pajak. 

(5) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi kegiatan: 

a. penentuan mengenai Saat Mulai Berproduksi 

Komersial; 

b. pengujian kesesuaian kriteria dan persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 

tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk 

Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha 

Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;  

c. penghitungan jumlah nilai aktiva tetap 

berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (1) huruf a; dan 

d. pengujian atas pemenuhan ketentuan mengenai 

saat pengajuan permohonan fasilitas Pajak 

Penghasilan badan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat (4). 

(6) Dalam rangka pemeriksaan lapangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) huruf b, Direktur Jenderal 

Pajak dapat meminta surat rekomendasi dari 

kementerian/ lembaga pembina sektor. 

(7) Jumlah nilai aktiva tetap berwujud yang ditetapkan 

berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar 

penghitungan fasilitas pengurangan penghasilan 

neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

huruf a. 

(8) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri 

Keuangan menetapkan keputusan pemanfaatan 

fasilitas Pajak Penghasilan. 
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(9) Keputusan pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan penetapan 

nilai aktiva tetap berwujud yang menjadi dasar 

penghitungan pengurangan penghasilan neto 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilimpahkan 

kewenangannya kepada Direktur Jenderal Pajak 

untuk dan atas nama Menteri Keuangan. 

(10) Tata cara pemeriksaan lapangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 

Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur 

mengenai tata cara pemeriksaan.  

 

7. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 17 

(1) Dalam hal Wajib Pajak yang telah memperoleh 

fasilitas Pajak Penghasilan tetapi tidak lagi 

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2, Pasal 6 ayat (4), dan/atau Pasal 16 dikenai 

sanksi administratif berupa: 

a. Pencabutan keputusan persetujuan pemberian 

fasilitas Pajak Penghasilan yang telah diberikan 

berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan 

b. dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang perpajakan.  

(2) Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak tidak dapat lagi 

diberikan fasilitas Pajak Penghasilan untuk 

Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu 

dan/atau di daerah-daerah tertentu. 

(3) Pencabutan keputusan persetujuan pemberian 

fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 

(4) Pencabutan keputusan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dilimpahkan kewenangannya kepada 
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Direktur Jenderal Pajak untuk dan atas nama 

Menteri Keuangan.  

 

8. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, 

yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 18A 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 

1. Terhadap permohonan Wajib Pajak yang telah 

memperoleh keputusan persetujuan pemberian 

fasilitas tetapi belum mengajukan permohonan 

pemanfaatan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 ayat (2) sampai dengan berlakunya 

Peraturan Menteri ini, permohonan pemanfaatan 

fasilitas yang diajukan Wajib Pajak diproses sesuai 

dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. 

2. Terhadap permohonan Wajib Pajak yang telah 

diajukan secara daring atau luring tetapi belum 

diterbitkan keputusan pemberian fasilitas sampai 

dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, 

permohonan fasilitas yang diajukan Wajib Pajak 

diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan 

Menteri ini. 

 

9. Mengubah Lampiran D Peraturan Menteri ini sehingga 

berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran D 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) 

hari sejak tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 24 Juli 2020 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

  ttd. 

 

SRI MULYANI INDRAWATI 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 27 Juli 2020 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

               ttd. 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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